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BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAN
PERATURAN BUPFATI PULANG PISAU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2021
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor J3312) sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1904
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990  tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yvang Bersih dant Korups:,
Kolusi. dan Nepotisme (Lembaran Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor § Tahun 2002  tentang
pembentukan Kabupaten Ratingan, Rabupaten
Lamandau. Kabupaten Sukamara. Kabupaten Seruyan.
Kabupaten Gunung Mas. Rabupaten Pulang Bisau
Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Banto Dmuar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4180);

Undnng-Undnn_p_ Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik |ndt.)noai;;
Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355),

U“dﬂng-Umlung Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemenksaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antarn Pemerintah Pusat Dan
Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Republik Indonesta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

-Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6057)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 248. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 6322);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
Nomor 0§5). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020
Nomor 08);

24. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
Nomor 025). sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daecrah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2020 Nomor 021);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN LAPORAN
Menetapkan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020
terdiri atas :
A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 42.513.406.893,00
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2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan (A)

Rp 859.851.936.712,45
Rp 21.840.699.066,18
Rp924.206.042.671,63

B. Belanja

1. Belanja Operasional

a. BelanjaPegawai Rp 370.831.701.622,25
b. Belanja Barang Rp 171.851.996.969,67
¢. Belanja Bunga Rp -
d. Belanja Subsidi Rp =
e. Belanja Hibah Rp 4.576.412.100,00
f. Belanja Bantuan Sosial Rp 2.108.717.224,00
g. B elanja Bantuan Keuangan Rp 155.170.877.059,00
h. Belanja Tidak Terduga Rp 16.826.627.377,00

Jumlah Belanja Operasional (B)
2. Belanja Investasi

Rp 721.366.332.351,92

a. Belanja Tanah Rp 548.652.000,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 39.298.990.694,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 42.025.345.451,00
d. Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan Rp 123.347.452.350,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 2.085.699.157,00
f. Belanja Aset Lainnya Rp -

Jumlah Belanja Investasi (3)

Surplus / (Defisit) (1) - [(2) +(3)]
C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

2.

Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Netto

SILPA Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp 207.306.139.652,00
Rp (4.466.429.332,29)

Rp 77.792.736.388,89
Rp 1.000.000.000,00
Rp 76.792.736.388,89
Rp 72.326.307.056,60

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

LKPD 2020 Perbup

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 5
Ypuper ! at: D . y
Peraturan Bupati Pulang Pisay ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

/':gnr setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini denpgan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 31 Agustus 2020

UPATI PULANG PISAU,
A

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 31 Agustus 2021

RAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 05,54/2021 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021
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